SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 huruf c
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah telah ditetapkan melalui
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa
Setelah Tanggal Pelaporan, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil
dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan
secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit
Facility, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
perlu mengatur kebijakan akuntansi peristiwa
setelah tanggal pelaporan, properti investasi dan
kebijakan akuntansi Treasury Deposit Facility,
sehingga Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12
Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor
12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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10.

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tentang
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang
Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
286, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7037);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengeloaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor




100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6883);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6909);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor
15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1194);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17
Properti Investasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil
dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan
Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit
Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 766);

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor
132);

18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I
Ketentuan Huruf F, Huruf I, dan Huruf J Bab III Lampiran
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2023 Nomor 12) diubah, dan ditambahkan 1 (satu)
Bab yakni Bab X sehingga menjadi sebagaimana tercantum
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dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Juni 2025
WALI KOTA BOGOR,

TTD
DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

LCILNEREMY  Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA BOGOR NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN

F. PROPERTI INVESTASI

1.

Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan

pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau

keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan
oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar

tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal

ini membedakan properti investasi dari properti yang
digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

1) Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka
panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai
dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum
ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk
digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain
dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai
tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan
disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa
operasi.

4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau
dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk
disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa
operasi.

5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan
yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.




Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi

properti investasi aset-aset sebagai berikut:

1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau
pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

2) Properti yang masih dalam proses pembangunan
dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.

3) Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya
properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan
sebagai properti yang digunakan sendiri.

4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara
sewa pembiayaan.

5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang
menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga
pasar, misalnya pemerintah daerah membangun
apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenaikan
sewa dibawah harga pasar.

6) Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional
namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

2. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang
akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari
aset properti investasi; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat
diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi
kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat
kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa
depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu
pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima
manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan
properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah

terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi

tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan
dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar
nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

3. Pengukuran
Pengukuran Saat Awal Perolehan
1) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya
perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila
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2)

3)

4)

o)

properti investasi diperoleh dari transaksi non

pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan

menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli

meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua

pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung

antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi

lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas

biaya-biaya di bawah ini:

a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang
diperlukan untuk membawa properti investasi ke
kondisi siap digunakan);

b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti
investasi mencapai tingkat penggunaan yang
direncanakan; atau

c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber
daya lain yang terjadi selama masa pembangunan
atau pengembangan properti investasi

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai
dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti
investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam
hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah
antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa
minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas
sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil
pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter
atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai
perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai
wajar kecuali (a) transaksi O pertukaran tersebut tidak
memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset
yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat
diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat
diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur
dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1)

2)

3)

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu
sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan
metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi
yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak
diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan




4)

S)

6)

7)

8)

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan
atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara
nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap,
hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui
dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.
Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk
menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan
jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan
campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada
tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat
dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan
penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu
singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai
wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai
revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui
pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi.
Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai
wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat
menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang
direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi
tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat
revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai
kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat
properti investasi turun akibat revaluasi, maka
penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam
ekuitas.

Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

1)

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika
terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan
dengan:

a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh
entitas, dialihgunakan dari properti investasi
menjadi aset tetap;

b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk
dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi
persediaan;

c) Dberakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi
dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset
tetap menjadi properti investasi;




d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/
direklasifikasi dari persediaan menjadi properti
investasi.

2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat
berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah
daerah dapat memutuskan untuk menggunakan
bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti
investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga
bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan
administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi
dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua,
aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi
menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan,
yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan
dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan
untuk melepas Properti investasi tanpa dikembangkan,
maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai
properti investasi hingga dihentikan pengakuannya
(dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak
memperlakukannya sebagai persediaan.

4) Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan
properti investasi dan akan tetap menggunakannya di
masa depan sebagai properti investasi, maka properti
investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui
sebagai properti investasi.

5) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan
gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi
syarat sebagai Properti investasi. Jika pemerintah daerah
memutuskan bangunan tersebut tetap dapat
menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan
nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai
properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

6) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna
antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri
dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti
yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti
untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang
digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai
tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan Properti Investasi

1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat
pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak
digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki
manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan
pada saat pelepasannya.
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2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara
dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan
pengakuannya.

3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian
atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih
antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat
aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode
terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi
pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran
atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang
diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai.
Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang
setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan
bunga.

5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan
dengan properti investasi setelah pelepasan properti
investasi tersebut.

6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan
dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau
pengembalian  properti investasi diakui sebagai
surplus/deftisit ketika kompensasi tersebut diakui
sebagai piutang.

4. Penyajian

1) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar
dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset
lainnya.

2) Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah
untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai,
entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti
investasi menguntungkan dan entitas tidak akan
memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

5. Pengungkapan
1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan
dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan
nilai tercatat (carrying amount) properti investasi.

b) metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat
atau tarif penyusutan yang digunakan;

c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
(agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai)
pada awal dan akhir periode;

d) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada
awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
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(1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk
penambahan yang dihasilkan dari
penggabungan dan penambahan pengeluaran
setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

(2) penambahan yang dihasilkan melalui
penggabungan;

(3) pelepasan;

(4) penyusutan;

(5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti
yang digunakan sendiri; dan

(6) perubahan lain.

e) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti
investasi, nilai wajar dari properti investasi,
menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:

(1) uraian properti investasi yang dilakukan
revaluasi;

(2) dasar peraturan untuk menilai kembali
properti investasi;

(3) tanggal efektif penilaian kembali;

(4) nilai tercatat sebelum revaluasi;

(5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

(6) nilai tercatat properti investasi setelah
revaluasi.

f) metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan
nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi
properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut
didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain
(yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau
menggunakan penilai independen.

g) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

(1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti
investasi;
(2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan

dan pemeliharaan) yang timbul dari properti
investasi yang menghasilkan penghasilan
rental selama periode tersebut;

(3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan
dan pemeliharaan) yang timbul dari properti
investasi yang tidak menghasilkan pendapatan
sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

I. ASET LAINNYA
Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap, dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya antara lain:
a. Tagihan penjualan angsuran;
b. Tuntutan ganti rugi;
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Kemitraan dengan pihak ketiga;
Aset tak berwujud;

Aset lain-lain; dan

Treasury Deposit Facility (TDF)

o o0

a. Tagihan Penjualan Angsuran
1) Definisi

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang

tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur

lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan
pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat
dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah seperti

Kendaraan Perorangan Dinas yang dilaksanakan oleh

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali

Kota. Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa

Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang

kepada:

a) Pejabat Daerah/mantan Pejabat Daerah, harus
dibayar sekaligus;

b) pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat
dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke RKUD:

a) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk
pembayaran sekaligus;

b) sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian
antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN,
anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk
pembayaran secara angsuran.

2) Pengakuan

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah

yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah

daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah

penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala

daerah dan penjualan rumah golongan III.

3) Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal

dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang
telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar
saldo tagihan penjualan angsuran.

4) Penyajian dan Pengungkapan

“Tagihan Penjualan Angsuran” disajikan dalam neraca

sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

Penyajian “Tagihan Penjualan Angsuran” dalam neraca

yang secara lebih jelas ditandai pada gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
i memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20X0
ASET.LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran XXX KX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah XXX XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (xXX) (xxX)
Aset Lain-lain XXX XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (xxx) (xxx)
Jumlah Aset Lainnya XXX XXX

Pengungkapan “Tagihan Penjualan Angsuran” dalam
CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

a) Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran

b) Informasi lainnya yang penting

b. Tuntutan Ganti Rugi
1) Definisi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.

Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

a) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara
Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara
tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah
yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak
yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian
kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari
kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan
itu, setiap pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi
setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi
kerugian.
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap
bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian
daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
ditetapkan oleh Wali Kota. Bendahara, Pegawai
Negeri Bukan Bendahara, dan pejabat lain yang
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
mum| memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi

pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran

administratif dan/atau pidana.

b) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai
Negeri Bukan Bendahara
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang
dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan
Bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas kerugian yang diderita oleh
daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung
dari suatu perbuatan melanggar hukum atau
kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut
dalam melakukan kewajibannya.

C) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan
bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah
sebagaimana ditemukan wunsur pidana, Badan
Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat
dipidana, denda, dapat dikenakan pidana
tambahan berupa uang pengganti.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau
pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan
keuangan daerah wajib mengganti kerugian
tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja
dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah
mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi
kerugian akibat perbuatan manapun.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan

terhadap pegawai negeri bendahara/bukan
bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk
memulihkan kerugian daerah yang penyelesaian
tagihannya di atas 12 bulan.

2) Pengakuan

a) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan

terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh

Bendahara terdiri dari:

(1) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat
berharga dan barang milik negara diakui pada
saat terbukti berdasarkan fakta dengan
melakukan reklasifikasi di neraca atas
kekurangan kas tunai, surat berharga dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
i memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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barang milik negara tersebut dari jumlah
semestinya menjadi Aset Lainnya.
(2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan
Perbendaharaan diakui di neraca menjadi
Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat
terbit SKTJM atau surat Keputusan
Pembebanan dari BPK.
(3) Pengakuan Beban, apabila kekurangan kas
tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara,
maka diakui sebagai Beban Non Operasional.
b) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan
terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara terdiri dari:
(1) Pengakuan atas kekurangan aset tetap,
persediaan, surat berharga dan aset lain selain
uang kas diakui pada saat terbukti berdasarkan
fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca
atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat
berharga dan aset lain selain uang kas tersebut
dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
(2) Pengakuan atas Piutang TGR diakui di neraca
pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan
pejabat berwenang.
(3) Pengakuan Beban, apabila kehilangan
kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan
pegawai bukan bendahara, maka diakui sebagai
Beban Non Operasional.
c) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan
terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan
pengadilan terdiri dari:
(1) Entitas yang mengalami kerugian daerah
(a) Pengakuan Beban Non Operasional, diakui
pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
(b) Pengakuan atas kekurangan aset diakui
dengan mengeluarkan atau mengurangkan
dari neraca pada saat sudah ada putusan.
(2) Entitas yang berhak menerima
(a) Pengakuan atas Piutang Ganti Kerugian
Daerah diakui di neraca pada saat sudah
ada Putusan Pengadilan

(b) Pengakuan Pendapatan LRA yang berasal
dari pelunasan piutang ganti kerugian
daerah diakui pada saat diterima di Kas
Daerah.

E4| Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
Lig-# memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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Pengukuran

a)

b)

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan
terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh
Bendahara terdiri dari:

(1) Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar
kekurangan saldo kas dari saldo kas
semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan
oleh bendahara penanggung jawab uang tunai
tersebut;

(2) Kerugian daerah berbentuk surat berharga
diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat
kekurangan jumlah surat berharga di tangan
Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang
harus dipertanggungjawabkan  bendahara
sebagai kustodian surat berharga.

(3) kerugian daerah berbentuk barang milik daerah
diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat
kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di
bawah pengawasan Bendahara dibanding
jumlah semestinya, yang harus
dipertanggungjawabkan bendahara

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan

terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh

Pegawai Negeri Bukan Bendahara terdiri dari:

(1) Kerugian daerah berbentuk surat berharga
diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat
kekurangan jumlah surat berharga di bawah
kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara
dibanding jumlah semestinya, yang harus
dipertanggungjawabkan pegawai bukan
bendahara sebagai penanggung jawab surat
berharga.

(2) Kerugian daerah berbentuk barang seperti
persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai
buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang
dibentuk untuk menangani kerugian daerah
atas barang di bawah pengawasan pegawai
bukan bendahara dibanding jumlah semestinya,
yang harus dipertanggungjawabkan pegawai
bukan bendahara sebagai penanggung jawab
barang milik daerah tersebut

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan

terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan

pengadilan terdiri dari:

(1) Beban kerugian daerah dan kekurangan aset
diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh
Ahli.
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(2) Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan
LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.

(3) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan
piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar
jumlah yang diterima di Kas daerah.

4) Penyajian dan Pengungkapan
Penyajian tuntutan ganti rugi dalam neraca adalah
sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20X0
ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah XXX XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Aset Lain-lain XXX XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya XXX XXX

Jumlah Aset Lainnya XXX XXX

Pengungkapan kerugian Daerah pada CaLK antara lain:

a) Kebijakan akuntansi kerugian Daerah.

b) Informasi mengenai akun piutang diungkapkan
dalam CalLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan
TGR;

(2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk
mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

(3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di
daerah atau telah diserahkan penagihannya ke
PUPN;

(4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang
masih dalam proses penyelesaian, baik melalui
cara damai maupun pengadilan.

c) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh
Daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib
diungkapkan.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1)  Definisi

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan

dengan pihak ketiga:
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a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang
dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan
kegiatan kerjasama/kemitraan.

b. Bangun, Guna, Serah - BGS (Build, Operate, Transfer
- BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah
Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau
sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali
kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka
waktu Kerjasama BGS.

c. Bangun, Serah, Guna- BSG (Build, Transfer, Operate
- BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah
oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah
selesai pembangunannya diserahkan kepada
pengelola barang untuk kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu
tertentu yang disepakati.

d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah
pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan
sumber pembiayaan lainnya.

e. Masa kerasama/kemitraan adalah jangka waktu
dimana Pemerintah Daerah dan mitra Kerjasama
masih terikat dengan perjanjian
Kerjasama/kemitraan.

2) Pengakuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan

pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai

berikut:

a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi
perjanjian Kerjasama/kemitraan, yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi
aset kerjasama/kemitraan.

b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama
Bangung Guna Serah (BGS), diakui pada saat
pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana
berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan
untuk digunakan/dioperasikan.

c) Dalam rangka keija sama pola Bangun Serag Guna
(BSG)/Build Transfer Operate (BTO), harus diakui
adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
i memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah
diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat
proses pembangunan selesai.

d) Setelah masa perjanjian Kerjasama berakhir, asset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat
pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

e) Penyerahan kembali objek Kerjasama beserta
fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan
setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam
berita acara serah terima barang.

f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta
bangunan dan fasilitas hasil Kerjasama/kemitraan
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang.

g) Klasifikasi aset hasil Kerjasama/kemitraan berubah
dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai
jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang.

Pengukuran
Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk
diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus
dicatat sebagai aset kerjasama/ kemitraan sebesar nilai
bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar
pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau
paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam

Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan

Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat

dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada

Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan

telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar

nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada
saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji.

Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca

sebagai aset lainnya.

Penyajian kemitraan dengan pihak ketiga dalam neraca

secara lebih jelas adalah sebagai berikut:
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PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20X0
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah XXX XXX
[ Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX ]
Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Aset Lain-lain XXX XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya XXX XXX
Jumlah Aset Lainnya XXX XXX

Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan

atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan

untuk kegiatan operasional SKPD, maka harus

diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus harus

dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa

penyusutan aset kemitraan dalam rangka BGS

melanjutkan masa penyusutan aset sebelum

direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan

aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa

kerjasama.

Atas kemitraan dengan pihak ketiga, CaLK setidaknya

memuat informasi sebagai berikut:

a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama.

b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/
kemitraan.

c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/
kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya,

aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam

klasifikasi aset tetap.

d. Aset Tak Berwujud
1) Definisi
Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik
serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering
dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam
menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan

£ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id




-21 -

pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses

pengadaan dari luar entitas.

a) Kriteria Aset Tak Berwujud
Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus
memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan
oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat
ekonomi masa depan. Masing-masing unsur tersebut
diuraikan di bawah ini.
(1) Aset non moneter yang dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

i Dapat dipisahkan, artinya aset ml
memungkinkan untuk dipisahkan atau
dibedakan secara jelas dari aset-aset yang
lain pada suatu entitas. Oleh karena aset
ini dapat dipisahkan atau dibedakan
dengan aset yang lain, maka ATB dapat
dijual, dipindahtangankan, diberikan
lisensi, disewakan, ditukarkan, baik
secara individual maupun  secara
bersama-sama.

ii. Timbul dari kesepakatan yang mengikat,
seperti hak kontraktual atau hak hukum
lainnya, tanpa memperhatikan apakah
hak tersebut dapat dipindahtangankan
atau dipisahkan dari entitas atau dari hak
dan kewajiban lainnya

(2) Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah

Pengendalian merupakan syarat yang harus
dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk
mengendalikan aset maka sumber daya
dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu
entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan
aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk
memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang
timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi
akses pihak lain dalam memperoleh manfaat
ekonomi dari aset tersebut.
Kemampuan untuk mengendalikan aset ini
pada umumnya didasarkan pada dokumen
hukum yang sah dari lembaga yang berwenang,
namun demikian dokumen hukum ini bukanlah
sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi
karena mungkin masih terdapat cara lain yang
digunakan entitas untuk mengendalikan hak
tersebut.
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(3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa
depan
Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran
masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa
ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset
dapat saja memberikan manfaat kepada
pemerintah dalam bentuk selain kas atau
barang, misalnya dalam = meningkatkan
pelayanan publik sebagai salah satu tujuan
utarna pemerintah atau peningkatan efisiensi
pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.
b) Jenis-jenis Aset Tak Berwujud
ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah
dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya,
cara perolehan, dan masa manfaat.
(1) Jenis sumber daya.
Berdasarkan jenis sumber daya, ATB
pemerintah dapat berupa:
(a) Software komputer
Yang dapat disimpan dalam berbagai media
penyimpanan seperti flashdisk, compact
disk, disket, pita, dan media penyimpanan
lainnya. Software komputer yang masuk
dalam kategori ATB adalah software yang
bukan merupakan bagian tak terpisahkan
dari hardware komputer tertentu. Jadi
software ini dapat digunakan di komputer
lain. Oleh karena itu software komputer
sepanjang memenuhi definisi dan kriteria
pengakuan merupakan ATB.
(b) Lisensi dan franchise
Lisensi dapat diartikan memberi izin.
Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak
yang memberi lisensi dan pihak yang
menerima lisensi, melalui sebuah
perjanjian. Dapat juga  merupakan
pemberian izin dari pemilik barang/jasa
kepada pihak yang menerima lisensi untuk
menggunakan barang atau jasa yang
dilisensikan. Franchise merupakan
perikatan dimana salah satu pihak
diberikan hak memanfaatkan dan atau
menggunakan hak dari kekayaan
intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha
yang dimiliki pihak lain dengan suatu
imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam

= | Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
il memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id




-23-

rangka penyediaan dan atau penjualan
barang dan jasa.

(c) Hak Paten dan Hak Cipta
Hak Paten adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh Negara kepada Inventor atas
hasil Invensinya di bidang teknologi, yang
untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Invensinya tersebut
atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya. (UU
No 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat 1).
Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur
penggunaan hasil penuangan gagasan atau
informasi tertentu. Hak cipta merupakan
"hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak
cipta memungkinkan pemegang hak
tersebut untuk membatasi penggandaan
tidak sah atas suatu ciptaan. Pada
umumnya, hak cipta memiliki masa
berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta
berlaku pada berbagai jenis karya seni atau
karya cipta atau ciptaan.
Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh
karena adanya kepemilikan kekayaan
intelektual, pengetahuan teknis, suatu
cipta karya yang dapat menghasilkan
manfaat bagi entitas. Hak ini dapat
mengendalikan pemanfaatan aset tersebut
dan membatasi pihak lain yang tidak
berhak untuk memanfaatkannya. Oleh
karena itu Hak Paten dan Hak Cipta
sepanjang memenuhi definisi dan kriteria
pengakuan merupakan ATB

(d) Hasil kajian /pengembangan yang
memberikan manfaat jangka Panjang
Hasil kajian/pengembangan yang
memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan
yang memberikan manfaat ekonomis
dan/atau sosial di masa yang akan datang
yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
Apabila  hasil kajian tidak dapat
diidentifikasi dan tidak memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosial maka
tidak dapat diakui sebagai ATB.
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() ATB yang mempunyai nilai sejarah /budaya
Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk
mendapatkan kembali naskah kuno/alur
sejarah /rekaman peristiwa lalu yang pada
dasarnya mempunyai manfaat ataupun
nilai bagi pemerintah maupun masyarakat.
Hal ini berarti film tersebut mengandung
nilai tertentu yang dapat mempunyai
manfaat di masa depan bagi pemerintah.
Film/Karya Seni/Budaya dapat
dikategorikan dalam heritage ATB.
(ff ATB dalam Pengerjaan
Suatu kegiatan perolehan ATB dalam
pemerintahan, khususnya yang diperoleh
secara internal, sebelum selesai dikeijakan
dan menjadi ATB, belum memenuhi salah
satu kriteria pengakuan aset yaitu
digunakan untuk operasional pemerintah.
Namun dalam hal ini seperti juga aset
tetap, aset ini nantinya juga diniatkan
untuk digunakan dalam pelaksanaan
operasional pemerintahan, sehingga dapat
diakui sebagai bagian dari ATB.
2) Cara perolehan
Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:
(a) Pembelian
Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah
(individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan
berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran
biaya perolehan.
(b) Pengembangan secara internal
ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan
yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas.
Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh

terhadap pengambilan keputusan tentang
identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta
kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup

pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria
pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi
menjadi harga perolehan ATB.

() Pertukaran
ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset
yang dimiliki oleh suatu entitas lain

(d) Kerjasama
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi
dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui
Kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan
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kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan

dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan

atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak
sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan

ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain

cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang

menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.
() Dinasi/hibah

ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya

suatu perusahaan software memberikan software

kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan
tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.
() Warisan Budaya/Sejarah

Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dan

warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu.

Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi

pemerintah dengan maksud tidak semata-mata

untuk menghasilkan pendapatan, namun ada
alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh
pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai
sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak
atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan
mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi
dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

(2) Masa manfaat

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu:

(a) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat
dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk
yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan
entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau
faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang
lebih pendek.

(b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas

(indefinite life)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB
tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas
periode untuk memberikan manfaat kepada
entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang
mempunyai umur manfaat yang tak terbatas,
harus dilakukan reviu secara berkala untuk
melihat kemampuan aset tersebut dalam
memberikan manfaat.
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3) Pengakuan
Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka
suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa
aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a) Definisi ATB;
b) Kriteria pengakuan.
Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk
pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran
biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB
akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATByang
berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang
dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan
untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan
pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui
sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan
mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB
a) Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh
Secara Internal Untuk menentukan apakah
perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk
pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2
tahap, yaitu:
(1) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran untuk kegiatan penelitian/riset

(atau tahap penelitian/ riset dari aktivitas

internal) tidak dapat diakui sebagai ATB.

Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui

sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap

ini, pemerintah tidak/belum dapat
membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan
menghasilkan manfaat ekonomi masa datang.

Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai

beban biaya pada saat terjadi.

contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset

adalah:

(a) Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan baru (new
knowlegde);

(b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk
penerapan atas penemuan penelitian atau
pengetahuan lainnya;

(c) Pencarian altematif bahan baku, peralatan,
produk, proses, sistem ataupun layanan;

(d) Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan
seleksi akhir atas altematif yang tersedia
untuk peningkatan material, peralatan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
% memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id




- 27 -

produk, proses, sistem dan layanan yang
baru atau yang diperbaiki.
(2) Tahap pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari

tahapan pengembangan satu kegiatan internal)

harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah
dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah
ini, yaitu adanya:

(a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB
sehingga dapat tersedia untuk digunakan
atau dimanfaatkan;

(b) Keinginan untuk menyelesaiakan dan
menggunakan atau memanfaatkan ATB
tersebut;

(c) Kemampuan untuk menggunakan dan
memanfaatkan ATB tersebut;

(d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
datang;

(e) Ketersediaan sumber daya  teknis,
keuangan, dan sumber daya lainnya yang
cukup untuk menyelesaikan
pengembangan dan penggunaan atau
pemanfaatan ATB tersebut;

() Kemampuan untuk mengukur secara
memadai pengeluaran-pengeluaran yang
diatribusikan ke ATB selama masa
pengembangan.

(g) Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap
pengembangan adalah:

(h) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum
proses produksi prototipe atau model;

(i) Desain, konstruksi dan pengoperasian
kegiatan percobaan proses produksi yang
belum berjalan pada skala ekonomis yang

menguntungkan untuk produksi
komersial;
() Desain, konstruksi dan  percobaan

beberapa altematif pilihan, untuk bahan,
peralatan, produk, proses, sistem atau
pelayanan yang sifatnya baru atau sedang
dikembangkan.
b) Penelitian dibiayai instansi lain
Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan
dan konsep entitas maka entitas yang memiliki
anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila
dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut
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menghasilkan ATB  walaupun penelitiannya
dilakukan oleh lembaga lain.

Namun demikian instansi pemerintah yang
memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui
ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik
ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang
berasal dari Penelitian dan Pengembangan harus
sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan
memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada
tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap
penelitian.

Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap
penelitian /riset dengan tahap pengembangan atas
aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan
ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh
pengeluaran atas aktivitas/ kegiatan tersebut
sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
Perlakuan Untuk Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang
kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang
perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan
pengembangan atas penelitian yang dilakukan
pemerintah  atau  pendaftaran atas suatu
kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi
kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset
ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum
yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh.
Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu
terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat
mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan
nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian
memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.
Dalam praktik selama ini di terdapat beberapa
perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil
kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan
khusus. Untuk Hak Paten yang masih dalam proses
pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit,
maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten
terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya
pendaftaran  ditambah  nilai Hasil Kajian/
Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB,
kemudian memberikan penjelasan yang memadai
dalam CalLK.
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Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB
yang diperoleh secara internal yang jangka waktu
penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau
pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal
pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas
pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka
pengembangan tersebut sampai dengan tanggal
pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam
pengerjaan (Intangible Asset-Work In Progress), dan
setelah  pekerjaan  selesai kemudian  akan
direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang
bersangkutan

Pengukuran
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset
Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

a)

Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan

harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh

dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai

wajar.

(1) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh

secara eksternal
(a) Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk
memperoleh suatu ATB akan
mencerminkan kemungkinan bahwa
manfaat ekonomi yang diharapkan di masa
datang atau jasa potensial yang melekat
pada aset tersebut akan mengalir masuk ke
dalam entitas tersebut. Dengan kata lain,
entitas pemerintah mengharapkan adanya
manfaat ekonomi ataupun jasa potensial
yang mengalir masuk ke dalam entitas.
ATB yang diperoleh melalui pembelian
dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila
ATB diperoleh secara gabungan, harus
dihitung nilai untuk masingmasing aset,
yaitu dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing
aset yang bersangkutan.
Biaya untuk memperoleh ATB dengan
pembelian biasanya dapat diukur secara
andal, khususnya bila berkenaan dengan
pembelian melalui pertukaran kas atau
aset keuangan lainnya.
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Biaya untuk memperoleh ATB dengan

pembelian terdiri dari:

(i) Harga beli, termasuk biaya impor dan
pajak-pajak, setelah dikurangi dengan
potongan harga dan rabat;

(ii) Setiap biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung dalam membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat
aset tersebut dapat bekeija untuk
penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh dari biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung adalah:
a. Biaya staf yang timbul secara

langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

b. Biaya profesional yang timbul
secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan;

c. Biaya pengujian untuk menjamin
aset tersebut dapat berfungsi
secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan

merupakan unsur ATB adalah:

a. Biaya untuk memperkenalkan
produk atau jasa bam (termasuk
biaya advertising dan promosi);

b. Biaya untuk  melaksanakan
operasi pada lokasi bam atau
sehubungan dengan pemakai
(user) baru atas suatu jasa
(misalnya biaya pelatihan
pegawai);

c. Biaya administrasi overhead
umum lainnya.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

menjadikan aset tersebut dalam
kondisi siap untuk beroperasi seperti
yang diinginkan oleh manajemen. Oleh
karenanya, biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk menggunakan dan
memanfaatkan ATB bukan
merupakan bagian dari perolehan
ATB.
(b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang

dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar
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dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat
aset lainnya dalam pertukaran, misalnya
kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa
pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
nilai yang sama sehingga pengukuran
dinilai sebesar aset yang dipertukarkan
ditambah dengan kas yang diserahkan.
(c) Kerjasama
ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas
atau lebih disajikan berdasarkan biaya
perolehannya dan dicatat pada entitas yang
menerima ATB tersebut sesuai dengan
perjanjian dan/atau peraturan yang
berlaku.
(d) Donasi/hibah
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah
harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan
sangat andal bila didukung dengan bukti
perpindahan kepemilikannya secara
hukum, seperti adanya akta hibah.
Pengembangan Secara Internal
ATB yang diperoleh dari pengembangan secara
internal, misalnya hasil dari kegiatan
pengembangan yang  memenuhi  syarat
pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar
biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut
memiliki masa manfaat di masa yang akan
datang sampai dengan ATB tersebut telah
selesai dikembangkan.
Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah
diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu
periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari
harga perolehan ATB periode berikutnya.
ATB yang dihasilkan dari pengembangan
software komputer yang memerlukan tiga tahap
sebagaimana dimaksud dalam Bab III syarat
pengakuan ATB, telah memenuhi kriteria
dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar
pengeluarannya.
Aset  budaya/bersejarah  Tak  Berwujud
(intangible heritage asset)
ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage
assets) tidak diharuskan untuk disajikan di
neraca namun aset tersebut harus diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun
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apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan
untuk memperoleh hak paten maka hak
patennya dicatat di neraca sebesar nilai
pendaftarannya.

Pengukuran Setelah Perolehan

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak
adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu
atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh
karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah
perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk
memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau
jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud
dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi
definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata
lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara
langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap
suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai
beban operasional suatu entitas. Namun demikian,
apabila memang terdapat pengeluaran setelah
perolehan yang dapat diatribusikan langsung
terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut
dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui
sebagai ATB.

Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi,
kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa
manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang
sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud
yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat
dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau
kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak
berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam
laporan operasional. (1) Metode Amortisasi

Metode  Amortisasi yang digunakan  dipilih
berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa
depan yang diharapkan dan diterapkan secara
konsisten dari periode ke periode lainnya. Amortisasi
yang dibebankan setiap periode disajikan dengan
menyesuaikan akun aset tidak berwujud dan akun
diinvestasikan pada aset lainnya. Metode
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penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode
garis lurus.

Metode garis lurus merupakan metode yang paling
umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan
metode garis lurus, amortisasi nilai aset tidak
berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban
amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat
diamortisasi harus ditinjau secara periodik dan jika
terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,
amortisasi periode sekarang dan yang akan datang
harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk
menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing
kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai
berikut:

MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERIPA ASET TIDAK

BERWUJUD
URAIJAN TAHUN
Lisensi 10
Franchise 5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.l 70
Hak cipta atas ciptaan Gol.Il S0
Hak Cipta Karya Seni Terapan 25
Hak Paten Sederhana 10
Paten Biasa 20
Software Komputer 4
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan S0
Hak Ekonomi Produser Fonogram 50
Hak Ekonimi Lembaga Penyiaran 20
Merk 10
Desain Industri 10
Rahasia Dagang 10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpaddu 10
Perlingan Varietas Tanaman Semusim 20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan 25

(1) Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan
Masa Manfaat Terbatas
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas Aset
Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat
terbatas dan pada umumnya ditetapkan dengan
jumlah yang sama pada periode, atau dengan
suatu basis alokasi garis lurus.
Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang
terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba
dengan masa manfaat terbatas, dll) harus
diamortisasi selama masa manfaat atau masa
secara hukum mana yang lebih pendek.

& Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE - BSSN. Untuk
memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa
manfaat yang tidak terbatas harus diasumsikan
bernilai nihil, kecuali:

i.  Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang
akan mengambil alih aset tudak berwujud
pada akhir masa manfaat; atau

ii. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut
a. Nilai sisa dapat ditentukan dari

referensi pasar tersebut.

b. Besar kemungkinannya bahwa pasar
tersebut masih ada pada akhir masa
manfaat.

(2) Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan

Masa Manfaat Tak Terbatas
Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak
terbatas (sepert goodwill, merek dagang,
waralaba dengan kehidupan yang terbatas,
abadi waralaba, dan lain-lain) tidak boleh
diamortisasi.
Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang
tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode
untuk menentukan apakah kejadian atau
keadaan dapat terus mendukung masa manfaat
aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan
masa manfaat yang muncul dari tak terbatas
menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai
aset tak berwujud terebut harus disesuaikan
nilainya untuk mencerminkan perubahan
tersebut.

Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan
dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah.
Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus
dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan
dan alasan penghentian ATB antara lain adalah
penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya
masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan
yang baru. Secara umum, penghentian ATB
dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut
tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan
yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya. Pelepasan aset tak berwujud
mengikuti  ketentuan = peraturan  perundang-
undangan di bidang pengelolaan Barang Milik
Daerah.
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Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak, atau
masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB
tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat
ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya
harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari
penggunaannya, baik karena dipindahtangankan
maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan
akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan
diproses penghapusannya. Entitas dapat
mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan
ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB
dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian
penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atau
dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya
transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang
bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih
antara harga jual atau harga pertukarannya dengan
nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai
kerugian atau keuntungan non operasional.
Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan
dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan
Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus
diungkapkan dalam CaLK.

5) Penyajian dan Pengungkapan
Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai
bagian dari “Aset Lainnya”.
Penyajian Aset Tak Berwujud bersama dengan
amortisasinya dalam neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BOGOR NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20X0
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah XXX XXX

: i 1 XXX XXX
I Aset Tidak Berwujud — XXX ]

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak

Berwujud XXX XXX
Aset Lain-lain XXX XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya XXX XXX

F1EY Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE - BSSN. Untuk
gl memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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’ Jumlah Aset Lainnya ‘ XXX ‘ XXX ‘

Amortisasi aset tidak berwujud dibebankan sebagai
penambah beban kegiatan operasional. Penyajian
beban amortisasi digabung pada pos beban
penyusutan dalam Laporan Operasional adalah
sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BOGOR LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 dan 20X0

Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 | 20x0 | Kenaikan/
Penurunan

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Gedung dan

Bangunan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal

sebagai berikut untuk setiap golongan aset tak

berwujud, dengan membedakan antara aset tak
berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak
berwujud lainnya:

a) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang
digunakan, apakah masa manfaatnya terbatas
atau tidak terbatas;

b) Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak
berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;

c¢) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi
pada awal dan akhir periode;

e) ATB yang mengalami penurunan nilai yang
signifikan (impaired);

f) Penghentian dan penghapusan ATB, dan

g) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir
periode yang menunjukkan:
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(1) Penambahan aset tak berwujud yang terjadi,
dengan mengungkapkan secara terpisah
penambahan yang berasal dari
pengembangan di dalam entitas;

(2) Penghentian dan pelepasan aset tak
berwujud,;

(3) Amortisasi yang diakui selama periode
berjalan;

(4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat
selama periode berjalan.

Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga

perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:

a) Periode amortisasi;

b) Metode amortisasi.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:

a) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting
penentuan masa manfaat suatu aset tak
berwujud,;

b) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi
yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang
material bagi laporan keuangan = secara
keseluruhan;

c) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.
Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah
keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan
yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas
semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara
langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan
atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan
konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut. Entitas
juga perlu mengungkapkan gambaran mengenai
setiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya
diamortisasi yang masih digunakan.

e. Aset Lain-Lain
1) Definisi
Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya
yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan
perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan
dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud
aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan
penggunaan oleh pemerintah sehingga direklasifikasi
menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
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menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan,
sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

2) Pengakuan
Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam
Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain
yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan
mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses
penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling
lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain
menurut ketentuan perundang-undangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya
dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam
CaLK. Penyajian aset lain-lain dalam neraca secara lebih
jelas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BOGOR NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 20X0
ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah XXX XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud XXX XXX
URAIAN 20X1 20X0

Aset Lain-lain XXX XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya x?x XXX
‘ ‘ Jumlah Aset Lainnya XXX XXX

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah
factor-faktor = yang  menyebabkan dilakukannya
penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang
dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang
relevan

f. Treasury Deposit Facility (TDF)
1. Definisi
Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF
adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum

1% Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
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negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang

di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran

transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank

Indonesia. Penyaluran melalui fasilitas TDF ini terdiri atas

DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan

penggunaannya (blockgrant) serta termasuk DBH Kurang

Bayar.

Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal

penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia.

Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar

persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari

Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Penyaluran pokok Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana
Alokasi Umum melalui fasilitas TDF
Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening
TDF, Pemerintah Daerah mencatat Aset Lainnya
(Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer
Umum DBH/DAU (Laporan Operasional).
Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan
penarikan oleh Pemerintah Daerah dari Rekening
TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemerintah
Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada
Aset Lainnya dan mengakui pendapatan dengan
mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer
Umum DBH/DAU (LRA).

b. Penyaluran Remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas
TDF
Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan
remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui
fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN,
namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka
Pemerintah Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-
Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LO).
Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang
dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan
dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat
sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain
PAD yang Sah (Neraca) dan mengakui pendapatan
dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga Lain-
Lain PAD yang Sah atau akun sejenis (LRA).
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J. KEWAJIBAN
a. Definisi
Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan
Keuangan paragraf 8, kewajiban adalah utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan
pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada
masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya,
atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat
mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai
konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi
dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka
pendek.
1) Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh
temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban
jangka pendek di SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian
lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang
jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka
pendek di SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak
ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban
dan utang jangka pendek lainnya.
2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban
yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Disamping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu
12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban
panjang jika:
a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih
dari 12 bulan
b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali
(refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka
panjang
c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu
perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau
adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran,
yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan
disetujui.
Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya
terdapat pada SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang

I E4l Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk
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di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan
utang jangka panjang lainnya.

Pengakuan
Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:
1) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan
kesepakatan pemerintah daerah; atau
3) Pada saat kewajiban timbul
Pengakuan Kewajiban Pemerintah Daerah:
1) Utang Jangka Pendek
a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan
oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas
pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran
tertentu.
b) Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat
klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya
dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice)
kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa
yang belum diselesaikan pembayarannya oleh
pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui
apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang
berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.
Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada
saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian
tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam
hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan,
utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas
atau peralatan tersebut telah  diselesaikan
sebagaimana dituangkan dalam Dberita acara
kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai
dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
Utang Belanja Bagi Hasil dan Utang Belanja Bantuan
Keuangan diakui dan dinilai sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
c) Utang Bunga
Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas
pokok utang berupa kewajiban bunga atau
commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar,
pada dasarnya berakumulasi seiring dengan
berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui
pada setiap akhir periode pelaporan.
d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
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Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi
pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo
dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali
bagian lancar utang jangka panjang yang akan
didanai kembali Termasuk dalam Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang
yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga
kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek
(payable on demand).
Uang Muka dari Kas Umum Daerah
Uang muka dari kas daerah diakui pada saat
bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas
Umum Daerah.
Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan
kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan
diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul
klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas
yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga
tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari
pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.
Utang Luar Negeri
Utang Luar Negeri adalah salah satu instrumen yang
diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya
menanggulangi defisit anggaran dan keperluan lain
sesuai dengan rencana kerja dan keuangan
Pemerintah Daerah yang terdiri dari
1. Utang Bunga dan Commitment Fee (Accrued
Interest)
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban
pokok utang berupa kewajiban bunga atau
Commitment Fee yang telah terjadi dan belum
dibayarkan, berakumulasi seiring berjalannya
waktu, dan demi kepraktisan diakui setiap akhir
periode pelaporan.
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
merupakan bagian utang jangka panjang yang
akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca, diakui saat melakukan
reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir
periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang




- 43 -

jangka panjang yang akan didanai kembali
sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf
14 Termasuk dalam Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang adalah utang jangka panjang
menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratan
tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban
tersebut menjadi kewajiban jangka pendek
(payable on demand).
2) Utang Jangka Panjang
a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi
Utang Obligasi Daerah diakui pada saat
kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi
transaksi penjualan.
Sehubungan dengan transaksi penjualan utang
obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak
saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau
sejak tanggal pembayaran bunga terakhir,
sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang
telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui
sebagai kewajiban jangka pendek.
Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang
terkait dengan pencetakan dokumen, jasa
konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya.
Jika dana yang diperoleh dari penerbitan
obligasi digunakan untuk membangun aset
tetap tertentu, maka biaya-biaya penerbitan
obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap
tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat
diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka
biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya
ditangguhkan yang akan diamortisasi selama
umur obligasi yang bersangkutan.

(2) Utang Pembelian Cicilan
Sehubungan dengan utang pembelian cicilan,
baik yang mengandung bunga secara eksplisit
maupun bunga secara tersamar, utang diakui
ketika barang yang dibeli telah diserahkan
kepada pembeli dan perjanjian utang
selanjutnya secara legal telah mengikat para
pihak, yaitu  ketika  perjanjian utang
ditandatangani oleh pihak penjual yang
sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli
yang juga menjadi debitur.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang kemitraan diakui pada saat aset
diserahkan oleh  pihak ketiga kepada
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pemerintah yang untuk selanjutnya akan
dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara
angsuran.

b) Utang Dalam Negeri-Perbankan
Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat
pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada
rekening kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan
pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang
yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan
kontrak atau kesepakatan.
c) Utang Luar Negeri
Utang luar negeri jangka panjang berasal dari
pinjaman luar negeri yang bersumber dari:
1. Kredit multilateral
2. Kredit bilateral
3. Kredit swasta asing
4. Lembaga pinjaman kredit ekspor
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima
dan/atau pada saat kewajiban timbul.
Pengukuran
Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing
maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran
kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti
karakteristiknya
Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah
Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut
ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk
masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang
atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah
mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan
untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
2) Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat
sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar
dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai
bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir
periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus
disetorkan.
4) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
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Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah
yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah
tanggal pelaporan.

5) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan
dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga
diukur berdasarkan  karakteristiknya. Terdapat dua
karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:
1) Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal
sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera
dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada
tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
2) Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk
sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah
dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan
memperhitungkan diskonto atau premium yang belum
diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual
tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai
parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan
harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama
periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika
sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya
akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh
tempo.
Pengukuran Kewajiban Pemerintah Daerah:
1) Utang Jangka Pendek
a) Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban
entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum
dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar
dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.
Dalam hal kesepakatan atau perjanjian
menyebutkan syarat pembayaran (terms of payment)
dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam
jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka
nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar
jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan
diskon tergantung pada kebijakan akuntansi
pembayaran utang yang ditetapkan.
Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun
fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi
yang ada pada kontrak perjanjian dengan
pemerintah, dan 4 sebagian/seluruh fasilitas atau
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peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi
belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan,
maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang
kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum
dibayar.
Utang Bunga
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi
tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran
kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman
biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode
tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong
tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang
berkepentingan.
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian
lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban
jangka pendek yang terjadi karena payable on
demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah
sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda
dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh
peminjam sesuai perjanjian.
Uang Muka dari Kas Umum Daerah
Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang
muka yang belum
disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas daerah
sampai dengan tanggal neraca.
Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum
diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga
sampai dengan tanggal neraca.
Utang Luar Negeri
1. Utang Bunga dan Commitment Fee (Accrued
Interest)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk
akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau
commitment fee yang telah terjadi tetapi belum
dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban
tersebut pada naskah perjanjian pinjaman
biasanya dinyatakan dalam persentase dan
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periode tertentu yang telah disepakati oleh para
pihak.

2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian
lancar utang jangka panjang adalah sebesar
jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam
kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi
karena payable on demand, nilai yang
dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo
utang jangka panjang beserta denda dan
kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh
peminjam sesuai perjanjian.
2) Utang Jangka Panjang
a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi
Utang Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai
nominal/par, ditambah premium atau

dikurangi diskon yang disajikan pada akun
terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah
tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada
lembar surat utang pemerintah dan merupakan
nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat
jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang
pelunasannya  diangsur, aliran ekonomi
setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan
perubahan lainnya selain perubahan nilai
pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan
nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.
Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai
par (dengan diskon), maupun di atas nilai par
(dengan premium), maka nilai pokok utang
tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau
nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau
premium dikapitalisasi untuk diamortisasi
sepanjang masa berlakunya surat utang
obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dapat
menggunakan metode garis lurus atau metode
bunga efektif. Apabila surat utang obligasi
diterbitkan dengan denominasi valuta asing,
maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.
(2) Utang Pembelian Cicilan
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Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya
dinyatakan secara eksplisit maupun yang
bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan
anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.
Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap
pelunasan harus dipecah menjadi unsur
pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata wuang rupiah.
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.
(3) Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang
disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK
sebesar nilai yang belum dibayar.
b) Utang Dalam Negeri-Perbankan
Jumlah utang yang tercantum dalam naskah
perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah
pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman.
Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh
jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang
dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam
negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang
telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan
ke kas daerah. Dalam perkembangan selanjutnya,
pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi
jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan
dalam neraca adalah sebesar total penarikan
dikurangi dengan pelunasan.
c) Utang Luar Negeri
Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam
mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs
tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas
utang mencerminkan nilai utang pemerintah pada
saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai
yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi
pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan
perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya
selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan
menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.
d) Penyajian dan Pengungkapan
Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain
itu, informasi mengenai kewajiban juga harus
diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah.
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Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang dalam neraca
Pemerintah Daerah:

PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)
URAIAN 20X1 20X0

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga XXX XXX
Utang Transfer XXX XXX
Utang Luar Negeri XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK XXX XXX

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri XXX XXX
Utang Luar Negeri XXX XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya XXX XXX
Jumlah Aset Lainnya XXX XXX
Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai
berikut:

1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang yang diklasifikasikan (dirinci) berdasarkan
pemberi pinjaman;

2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah
berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan
jatuh temponya;

3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan
dan tingkat bunga yang berlaku;

4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban
sebelum jatuh tempo;

S) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

Pengurangan pinjaman;

Modifikasi persyaratan utang;

Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

Pengurangan jumlah bunga terutang sampai

dengan periode pelaporan.

6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam
bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

7) Biaya pinjaman:

moa0 o
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Perlakuan biaya pinjaman;

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada
periode yang bersangkutan; dan

Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
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BAB X
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PENDAHULUAN

1.

TUJUAN

5) Tujuan penyataan ini adalah untuk menentukan:

a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya
atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan

b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal
laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan
peristiwa setelah tanggal pelaporan.

6) Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak
perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi
kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal
pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi
kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

RUANG LINGKUP

Pernyataan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk,

dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam

menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian,
tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan

Standar dengan pengertian:

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang

menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang

terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat
dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada
tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian
setelah tanggal pelaporan); dan

b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi
setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non
penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa
setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal
pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan
keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk
terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang
dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau
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tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas
laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak
diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan
otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung
pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib
diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses
penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin
mengumumkan kebijakan. yang dapat berdampak pada
penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak
pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah
kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup
tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah
terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat
dipenuhi.

PERISTIWA PENYESUAIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan

keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal

pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal

pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan

keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan
sebelumnya, antara lain:

1) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final
dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan
yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada
tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang
terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut
setelah tidak ada upaya lainnya.

2) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada
tanggal pelaporan, misalnya informasi kadaluwarsa pajak
(kadaluarsa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk
bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak) dan
kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan
keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak
dapat ditagih sehingga perlu disesuaikan.

3) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi
yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode
pelaporan setelah tanggal pelaporan.
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4) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang
mengakibatkan salah saji laporan keuangan.

5) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau
pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.

6) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan
keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui
pemerintah.

PERISTIWA NON PENYESUAIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan

keuangan karena adanya peristiwa non penyesuaian setelah tanggal

pelaporan.

Contoh dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan di

antaranya:

1) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan
menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan
menurunnya nilai asset diantara tanggal pelaporan dan
tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan
nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi asset pada
tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan
keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.

2) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

KESINAMBUNGAN ENTITAS

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar

kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat

penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas
pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar

ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam

laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan
tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi
akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi.

Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan

perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi perlu

juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi

tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau
memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada
reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek.

PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

1) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan
entitas. PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan
keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas,
hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar
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penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan
mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau

2) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan
keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa
atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada
kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan
operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan
pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP
01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

G. PENGUNGKAPAN
Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab
mengotorisasi laporan keuangan.
Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting
diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak
mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit.
Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan
Apabila terjadi entitas pelaporan menerima informasi setelah
tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan
pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan
pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan
informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun
informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan
dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya
pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang
kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru
tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

H. Pengungkapan Peristiwa Non penyesuaian Setelah Tanggal
Pelaporan Apabila peristiwa Non penyesuaian setelah tanggal
pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan.
Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal
yang material dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal
pelaporan, yang mencakup:

(a) Sifat peristiwa; dan

(b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa
estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuaian setelah tanggal

pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

(a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau
kegiatan pemerintah, pelepasan asset serta penyelesaian
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kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan
pemerintah;

(b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;

(c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;

(d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga
aset atau kurs valuta asing;

() Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi
seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan;
dan

() Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang
setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberata/
banding/restitusi pajak yang signifikan.
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